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Peristiwa nikah siri yang disebut juga perkawinan tidak tercatat sering
terjadi di Kabupaten Tapin, banyak dari pasangan nikah siri yang ingin mencatatkan
pernikahannya dengan cara nikah ulang untuk mendapatkan bukti autentik nikah
seperti buku nikah dan akta nikah untuk keperluan mendesak seperti salah satunya
pengurusan kelahiran anak. Kepala KUA kecamatan di Kabupaten Tapin sebagai
pegawai pencatat nikah (PPN) yang ditunjuk oleh Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Tapin berwenang memberikan kebijakan dan solusi yang solutif terkait
nikah ulang setelah nikah siri.

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah 1) apa pendapat dari kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin tentang nikah ulang setelah
nikah siri, 2) apa alasan dan dasar pendapat dari kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) di Kabupaten Tapin tentang nikah ulang setelah nikah siri.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris melalui
Teknik wawancara dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian,
bertempat di Kabupaten Tapin yang memiliki 12 kecamatan dan diambil 7 kepala
KUA sebagai informan yang cukup sebagai subjek dalam Penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, nikah ulang yang dilakukan di hadapan KUA
setelah nikah siri adalah sah apabila memenuhi rukun, syarat sah, persyaratan
administrasi dan prosedur pencatatan nikah yang dilakukan pada setiap KUA
kecamatan. Dalam penelitian ini, peneliti juga mendapat tiga kategori pendapat
yakni, 1) Isbat nikah, 2) tajdid nikah dan 3) nikah seperti pertama. Berdasarkan
hasil kategori pendapat untuk alasan & dasar pendapat dari Informan terdapat
kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaan Pendapat berdasar pada hukum positif
yakni pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
“Perkawinan sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah” dan pasal 2
ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan “(1)pernikahan antara sseorang laki-laki dan seorang
perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah, (2) pencatatan pernikahan
dalam akta nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA
Kecamatan atau PPN LN.”
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